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Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan
Semeru Blitar “, merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab
rumusan masalah: Bagaimana praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar?
Bagimana tinjaun hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang
hak cipta terhadap jual beli buku di jalan semeru Blitar?
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik dokumentasi, observasi, dan, wawancara. selanjutnya data disusun dan di
analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu dengan
menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan terkait
praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar. Kemudian data tersebut di analisi
menggunakan Hukum Islam dan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buku di
jalan Semeru Blitar, adalah pihak penjual menyerahkan buku secara langsung
kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Namun pada praktiknya mayoritas pembeli tidak mengetahui jika buku yang
menjadi objek transaksi tidak hanya buku bekas melainkan terdapat pula buku
pelanggaran hak cipta. Apabila dilihat dari syarat dan rukun jual beli dan undang-
undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, jika buku yang diperjual belikan
tersebut merupakan buku bekas maka diperbolehkan. Namun jika objek jual beli
merupakan barang pelanggaran hak cipta maka berdasarkan hukum islam
termasuk jual beli yang bathil karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak
terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli termasuk gharar atau
mengandung unsur penipuan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 28 tahun
2014 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum.
Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pedagang
untuk melakukan aktifitas perdagangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
pembeli hendaknya lebih cermat dan berhati-hati, dengan adanya undang-undang
nomor 28 tahun 2014, maka pemerintah harus bertindak lebih tegas untuk
mengurangi penjualan buku pelanggaran Hak Cipta.
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A. Latar Belakan Masalah  
Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, dimana satu 
sama lain saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia memerluhkan 
pengembangan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.Islam 
memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah.  
Kata mu’a>malat berasal dari kata  لَم اَع secara arti kata 
mengandung makna “saling berbuat“atau berbuat secara timbal balik 
dengan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.
1
 Selain 
itu kata mu’a>malatjuga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan 




Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan setiap 
pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara 
yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal 
ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan 
dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.
3
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غل َوُى عيبلاصوصمخ ٍوجَو ىلع .ٍلابِ ٍلام ُةلباَقُم :ًاعَرثَو .ٍءيثب ٍءيث ُةلباقُم : ًة4  
Jual beli dalam istilah disebut dengan al-bay’ yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal 
al-bay’ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yakni kata al-shira<’ (beli). Dengan demikian, kata al-bay’ 
berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
5
 
Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah \, dan Hanabilah, bahwa 
jual beli (al-bay’) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam 
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bay’adalah jual beli antara benda, 
atau pertukaran antara benda dengan uang.
6 
Dalam \ber mu’a>malah Allah melarang hambanya memakan harta 
orang lain secara batil, dan larangan merugikan harta maupun hak orang 
lain. Hal ini dijelasakan pada Firma Allah , Surat An-Nis>a’ (4); 29 
                       
                
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh, Allah 
maha penyayang kepadamu”.7 
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Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus 
kepada transaksi perdagangan, bisnis, dan jual beli.Sebelumnya telah 
diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti 
harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah 
mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 
menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 
dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at8 
Adapun dijelaskan pada Hadist Nabi sebagai berikut; 
 ِوْيَلَع ِللها ُلْوُسَر اَن ََبط  بْيِطِب َّلاإ َءْيَش ِوْيِخَأ ِلاَم ْنِم ٍِءرْمِلا ُّد َِيَ َلاوَلاأ َلاَق َف َمَّلَسَو
 ور( ُوْنِم سْف َن ها)ه دنسم في دحمأ  
Artinya : “Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; 
“ ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya 
kecua;i dengan kerelaan hatinya” 
Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku 
jujur, terus terang dang mengatakan yang sebenarnya. Bentuk-bentuk jual 
beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang 
dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memnuhi 
syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, 
yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi bebrapa 
faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
9
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan 
paradigma baru dalam konsep ekonomi.Paradigma yang dimaksud adalah 
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bahwa kekayaan pengetahuan sudah menjadi landasan dalam 
pembangunan ekonomi.Hak kekayaan intelektual merupakan jawaban 
dari paradigm ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa hampir 
sebagian Negara di dunia ini mulai melirik bahwa hak kekayaan 
intelektual merupakan salah satu alternatif dalam  perkembangan 
ekonomi bangsa dan tidak terkecuali Indonesia. 
Dengan adanya paradigma tersebut banyak warga Indonesia yang 
berprofesi sebagai penulis dan  pedangan buku. Mengutip dari sebuah 
kalimat yang fenomenal yaitu buku adalah jendela dunia, dari kalimat 
tersebut dapat diketahui bahwa buku merupakan sesuatu yang sangat 
penting bagi kehidupan masyarakat.Artinya dengan membaca buku kita 
dapat memperluas wawasan, kita dapat memahami kehidupan sosial 
budaya dari negara lain, tak jarang juga kita menemukan beberapa orang 
yang merubah kehidupannya menjadi lebih baik karena terinspirasi dari 
petuah-petuah pengarang yang terkandung dalam buku. 
Bisnis penjualan buku merupakan kegiatan perdagan yang 
menjanjikan.Selain dapat mencerdaskan dan menambah wawasan 
konsumen, buku juga menjadi barang yang terus menerus diburu banyak 
orang dari berbagai kalangan. Di Indonesia sendiri pada akhir-akhir ini 
tingkat daya beli masyarakat terhadap buku semakin tinggi.Konsumen 
bukan hanya dari kalangan pelajar namu juga dari masyarakat umum. 
Dengan adanya tingkat beli masyarakat terhadap buku yang tinggi, 
banyak bermunculan pedagang-pedangan buku. 

































Minat masyarakat yang tinggi terhadap buku banyak yang tidak 
terwujudkan karena mahalnya harga buku itu sendiri.Banyak yang enggan 
membeli buku karena merasa terlalu mahal, hal itu pula yang memicu 
sebagian pedagan untuk menjual buku bekas.Buku bekas kian mendapat 
hati di masyarakat karena harganya yang lebih murah dan kulitas buku 
yang masih bagus. Sebagian masyarakat juga menganggap buku bekas 
memiliki nilai sejarah, karena dalam buku-buku tersebut dapat ditemukan 
jejak-jejak pemilik sebelumnya, seperti nama, tulisan-tulisan kecil, 
penananda halaman, bahkan tahun pembelian buku tersebut. Bagi 
sebagian orang yang gemar mengkoleksi buku, pedagang buku bekas 
menyediakan apa yang mereka butuhkan.Dewasa ini bisnis buku bekas 
merupakan bisnis yang menjanjikan, apalagi saat memasuki pergantian 
semester, pedangan buku bekas ramai di kunjungi oleh pelajar dan 
mahasiswa. 
Karena fenomena tersebut banyak oknum-oknum yang tak 
bertanggung jawab menggandakan buku tanpa izin dari pemegang hak 
cipta.Peminatnya pun tak kalah banyak, buku yang tak legal ini dijual 
dengan harga yang murah, buku juga dalam kondisi yang baru. 
Salah satu tempat perdangan buku bekas terdapat di Jl Semeru, 
Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa 
Timur.Di Kota Blitar sendiri deretan pedagang buku bekas ini menjadi 
tempat favorit para orangtua dan siswa yang ingin mencari buku bekas, 
karena dikenal cukup lengkap.Pedangan buku bekas di Jl Semeru semakin 

































ramai pembeli dikala musim liburan atau menjelang siswa masuk 
sekolah.Buku-buku yang dijual kebanyakan merupakan buku pelajaran 
mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah 
Atas).Namum beberapa fakta ditemukan bahwa buku-buku yang dijual 
bukan hanya buku bekas tetapi terdapat beberapa buku yang melanggar 
hak cipta.Buku yang tidak legal tersebut masih dalam kualitas yang baru, 
isi buku tersebut mirip dengan buku asli, perbedaan yang sangat jelas 
terlihat adalah dalam penggunanan kerta, kertas yang digunakan, 
biasanya berupa kertas buram dan tipis. 
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak 
untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya maupun member izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang hak cipta pasal 
1 yang dimaksud pencipta adalah : “pencipta adalah seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya menghasilkan 
suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 




Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dengan 
demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi 
barang atau jasa sebagai komoditi dagang.Kebutuhan untuk melindungi 
barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang 
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tidak wajar (curang), juga berarti kebutuahan untuk melindungi hak 
kekayaan intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi 
barang atau jasa tadi.
11
 
Dengan adanya fenomena tersebut, penulis ingin melakukan 
penelitian dan pembahasa secara langsung, tentang seperti apakah buku 
yang dijual di Jl.Semeru, serta bagaimana tinjaun hukum Islam dan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli buku di 
Jalan Semeru, Blitar  
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  
Dalam pemaparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pokok 
masalah yang ingin dikaji adalah,sebagai berikut; 
1. Deskripsi dari Buku, Buku Bekas,dan Buku Pelanggaran Hak 
Cipta  
2. Resiko terhadap Buku  Bekas dan Buku Pelanggaran Hak Cipta 
3. Tanggapan Konsumen terhadap Buku Bekas dan Buku 
Pelanggaran Hak Cipta 
4. Seberapa Besar Minat Konsumen terhadap Buku Bekas dan Buku 
Pelanggaran Hak Cipta 
5. Kualitas Buku Bekas dan Buku pelanggaran Hak Cipta  
6. Praktik Jual Beli Buku 
7. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku 
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Agar pembahasan pokok permasalahan diatas lebih terfokus, peneliti 
membatasi pokok-pokok penelitian, sebagai berikut; 
1. Prakti Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar  
2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor28 Tahun 2014 
terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar.  
 
C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana Praktik Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan 
Semeru Blitar? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dari 
penelitian ini adalah;  
1. Menjelaskan praktik jual beli buku di Jalan Semeru Blitar  
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2014 terhadap jual beli buku di Jalan Semeru Blitar.  
 
E. Kegunaan Hasil Penelitian  
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadapperkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

































Hukum Ekonomi Syariah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan solusi dan manfaat bagi; 
1. Peneliti, penelitian ini digunakan untuk mengkorelasikan teori-teori 
yang sudah ada dan penerapannya pada kenyataan yang ada di 
lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan peneliti dan semua pihak yang berkaitan dalam 
penguasaan teori yang telah diterima.  
2. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pembaca, yaitu berupa pemahaman yang lebih mendalam kepada 
masyarakat dalam melakuakan berbagai macam kegiatan ekonomi 
yang sesuai dengan syariat islam, dan sumbangan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum 
Ekonomi Syariah  
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal 
pada jurusan hukum perdata islam progam studi hukum ekonomi 
syariah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 
 
F. Definisi Operasional  
Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
sebagai berikut;  
1. Tinjauan Hukum Islam 
Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
SWT, dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia 

































mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk 
semua umat yang beragama islam. 
12
Dalam penelitian ini 
menggunakan tinjauan jual beli. 
2. Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2014  
Adalah Undang-undang tentang Hak Cipta. Hak Cipta 
adalah hak ekslusif bagi pencipta yang tibul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
13
 
3. Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar  
Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak 
yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang 
membayar harga yang dijual. Dalam hal ini barang yang menjadi 
objek persetujuan adalah buku, dan kegiatan jual beli ini terletak 
di Jalan  Semeru Blitar.  
 
G. Kajian Pustaka  
Sebagai usaha untuk menghindarai adanya duplikasi penelitian, 
plagiasi karya, penulis melakukan penelusuran terkait dengan objek 
penelitian yang serupa. Adapun pustaka yang terkait dengan penelitian 
ini, antara lain; 
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Undang -undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

































Skripsi dari Heni Komariyah (C02205150), Progam Studi 
Muamalh, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya, tahun 2009, dengan judul “Tinjauan Fatwa MUI: 1/MUNAS 
VII/MUI/15/2005 terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di 
Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya”. Skripsi ini membahasa 
tentang layanan jasa foto copy yang berada di sekitar kampus IAIN Sunan 
Ampel, karena pada dasarnya buku berhak cipta tersebut dilindungi dan 
tidak boleh digandakan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum 
menggandakan buku berhak cipta diperbolehkan dengan syarat buku 
tersebut sulit di dapat dipasaran.
14
 Penelitian ini berbeda dengan 
penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas mengenai jasa 
penggandaan buku dan di analisa menggunakan fatwa MUI : 1/MUNAS 
VII/MUI/15/2005, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual 
beli buku pelanggaran hak cipta, dan penulisi menggunakan undang-
undang no.28 tahun 2014. 
Skripsi dari Hanik Nursichah, Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul 
“ Eksistensi Perdagangan VCD/DVD Bajakan ( Studi Kasus Perdagangan 
VCD/DVD Bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta). Skripsi ini membahas 
tentang Eksintensi penjualan VCD/DVD bajakan yang banyak terdapat di 
Jl. Mataram, Yogyakarta.Penelitian ini merupakan penelitian langsung, 
                                                          
14
Heni Komariyah , “ Tinjauan Fatwa MUI : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Layanan Foto 
Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi – IAIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2009) 

































dimama penulis melakukan observasi langsung kepada pedagang dan 
pembeli VCD/DVD bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta. Penelitian ini 
berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini hanya 
membahas eksistemsi perdagangan VCD/DVD bajakan di Jl. Mataram, 
Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang penjualan 
buku bajakan di Jl. Semeru Blitar dalam prespektif hukum Islam dan 
Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. 
15
 
Skripsi dari Nur Misbakhul Zuhri (C02213060), Progam Studi 
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2017, dengan judul “ Analisa 
Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
(Studi Kasus Produk-Produk Replika Di Darmo Trade Center Surabaya). 
Skripsi ini membahas tentang penjual produk-produk replika 
merk.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi.Dalam penelitian ini dijelaskan 
bahwa jual beli produk replika di Darmo Trade Center dihukumi mubah.
16
 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
karena dalam penelitian ini objeknya adalah barang replika merek, dan 
menggunakan dasar hukum undang-undang no 15 tahun 2001 tentang 
                                                          
15Hanik Nursichah , “Eksistensi Perdagangan VCD/DVD Bajakan ( Studi Kasus Perdagangan 
VCD/DVD Bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta)” ( Skripsi-Universitas Gadjah Mada, 2013) 
16Nur Misbakhul Zuhri “Analisa Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek (Studi Kasus Produk-Produk Replika Di Darmo Trade Center Surabaya)” (Skripsi 
– UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017) 

































merek. Sedangkan objek penelitian penulis adalah buku pelanggaran hak 
cipta dan menggunakan undang-uandang no. 28 tahun 2014. 
 
H. Metode Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data 
yang terkumpul merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
sebagai objek penelitian kualitatif. Adapun metode penulisan yang 
dipakai adalah sebagai berikut;  
1. Data yang dikumpulkan  
Berdasarkan persoalan diatas, maka data yang akan 
dikumpulkan meliputi; 
a. Data yang berkaitan dengan proses jual beli buku di 
Jl.Semeru Blitar 
b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan 
dengan jual beli  
c. Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2014 
2. Sumber Data  
Berdasarkan persoalan diatas, maka yang menjadi sumber data 
dari penelitian ini adalah ; 
a. Sumber data primer  
Data primer yaitu sumber yang berupa kata-kata dan 
tindakan pelaku yang diamati atau diwawancarai sebagai 



































. Dalam penelitian ini sumber data primer 
diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual dan pembeli 
buku di Jalan Semeru Blitar. 
b. Sumber data sekunder  
Data sekunder adalah data yang bersumber dari 
buku-buku, catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang 
berhubungan dengan masalah kegiatan jual beli buku di 
Jalan Semeru Blitar. Adapun buku-buku yang berkaitan 
dengan masalah tersebut diantaranya; 
1) Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi 
Islam 
2) Mardani,Fiqih Ekonomi Syariah 
3) Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih 
4) Nasroen Harun, Fiqih Muamalah 
5) M.Hutahuruk, Peraturan Hak Cipta Nasional 
6) Sayyid Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatha 
ad-Dimyathi, I’a>natut At-tholibin, Jilid 3 
3. Teknik Pengumpulan Data  
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009), 157 


































Teknik interview yang disebut juga sebagai 
wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk 
mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari 




Disini penulis akan melakukan Tanya jawab 
langsung, secara tatap muka antara dua orang atau lebih, 
mengenai permasalahan yang diangkat penulis, sehingga 
akan diperoleh keterangan-keterangan dari para pihak yang 
terkait. 
Dalam penelitian ini objek wawancara adalah 
penjual buku dan pembeli buku di Jl.Semeru, Blitar. 
b. Observasi  
Observasi adalah teknik yang menuntut adanya 
pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap objek penelitian
19
.Observasi 
yang dilakukan penulis dengan mengamati kegiatan 
jual beli buku di Jalan Semeru Blitar. 
 
 
                                                          
18
Koenjoroningrat, Metode - metode Penelitian Masyarakat , cet ke 9 (Jakarta: PengadilanTinggi 
Gramedia, 1989), 129 
19
JuliansyahNoor,MetedeologiPenelitianSkripsi, Tesis, 
DisertasiddanKaryailmiah(Jakarta:Kencanaprenada media group,2011),  140 

































c. Dokumen  
Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka 
penelitimenggunakan teknik pengumpulan data 
dokumenter, yakni caramenggali data dengan melihat 
dokumen-dokumen yang ada hubunganya dengan 
pokok permasalahan, antara lain catatan, artikel, dan 
lain-lain.
20
Data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah data yang bersumber dari Undang-
undang dan Fatwa MUI. 
4. Teknik Pengolaan Data  
Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber 
data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:  




b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber 
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh 
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 
mengelompokkan data yang diperoleh.
22
 
c. Analizing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan 
terhadap hasil editing dan organizing data yang telah 
diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan 
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Koenjoroningrat, Metode - metode Penelitian Masyarakat , cet ke 9 (Jakarta: PengadilanTinggi 
Gramedia, 1989), 129 
21
Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97. 
22
Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154. 





































5. Teknik Analisa Data  
Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan 
adalahmetode deskriptif analisis. 
Deskriptif analisis adalah suatu prosedur pemecahan masalah 
yang dilakuakn dengan menggambarkan keadaan subjek atau 
objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. 
Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan 
yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di 
dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta 
proses yang tengah berlangsung, dan pengaruhya terhadap 
fenomena tertentu dalam masyarakat. 
Dalam penelitian ini teknis analisa data digunakan untuk 
menggambarkan tentang jual beli buku di Jalan Semeru Blitar, 
sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami 
kemudian memberikan analisis  dengan teori yang telah ada sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilai dengan 
prespektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta. Dalam mendeskripsikan data tersebut 
menggunakan pola pikir induktif, yaitu berawal dari data yang ada 
di lapangan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta 
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atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli buku di Jalan Semeru 
Blitar. Kemudian ditinjau dari segi Undang-undang no. 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, kemudian di analisa dengan hukum 
Islam.  
I. Sistematika Pembahasan  
Pembahasan penelitian ini bersifat sistematis, agar lebih mudah 
memahamiskripsi ini maka digunakan sistematika berikut: 
Bab Pertama  : Pendahuluan berupa gambaran umum yang 
memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintupertama untuk 
memasuki bab selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi 
dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 
Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode 
Penelitian, Sistematika Pembahasan. 
Bab Kedua  :  Landasan teoritis yang merupakan hasil telaah 
dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam 
memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi tentang 
konsep jual beli dalam hukum islam, yang meliputi definisi jual beli, 
landasan hukum tentang jual beli, rukun jual beli, syarat sahnya jual beli, 
bentuk jual belidalam Islam. Selanjutnya dipaparkan mengenai tinjauan 
tentang hak cipta, yang meliputi pengertian, jenis, dan perlindungan hak 
cipta. 

































Bab Ketiga  : Berisi tentang gambaran umum Jalan Semeru dan 
hasil temuan terkait praktik jual beli buku, sehingga di bab ketiga ini 
berisi data penelitian murni yang akan dibahas secar jelas.  
Bab Keempat   : Berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap jual 
beli buku di Jalan Semeru Blitar serta tinjauan dengan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari bab ini akan diperoleh 
kesimpulan mengenai tinjauan masalah yang telah dipaparkan. 
Bab Kelima : Bab ini meru pakan penutup dari pembahasan 
skripsi, yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisa penulis 
terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini 
kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.  



































KONSEP JUAL BELI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA  
A. Jual Beli dalam Islam  
1. Pengertian Jual Beli 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, 
al-tija>rah  dan  al-muba>dalah,sebagaimana Alla SWT  berfirman;  
           
‚Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 
rugi.‛. (QS. Fathir; 29)1 
 
Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual 
beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan 
uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 
satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2
 
Adapun pengertian jual beli secara terminologi ulama fiqih, antara 
lain;   
Ulama Hanafiyah mendefinisikannya denga ; 
 ٍلاَم ُةَلَداَبُم ٍصوُصْخَم ٍهْجَو ىَلَع ٍلاَمِب  
Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau 
 ٍصوُصْخَم ٍد َّيَقُم ٍهْجَو َىلَع ِلْثِمِب ِهْيِف ٍبوُغ ْرَس سٍئْيَش ُةَلَداَبُم 
Tukar menukar menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan 
melalui cara tertentu yang bermanfaat.  
                                                          
1
 Al Qur’an Terjemahan Indonesia Juz 16-30 (Kudus : Menara Kudus, 2010), 437 
2
 Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) 66 

































Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang 
khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab 
(uangkapan membeli dari pembeli) dan qabu<l (pernyataan menjual 
dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang 
dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta 
yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. 
3
 
Ulama Ma>likiyyah, sha>fi’iyyah dan Hanabilah mendefinisikannya 
dengan; 
.اًكُّلَمَتَو اكْيِلْمَت ِلاملا ُةَلَد اَبُم 
Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 
milik dan pemilikan. 
 Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata 
milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang 
sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ija>rah). 4 jual 
beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau 
barang dengan uang , dengan jalan melepaskan hak milik dari 




Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam , yaitu 
jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 
Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 
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 Muhamad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19 
4
 Idri, Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi (Surabaya; UIN Sunan Ampel 
Press, 2014), 87 
5
 Ibn Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi’i (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2003), 33 

































sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan 
adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu 
salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah 
bahwa benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), ia berfungsi 
sebagai objek penjualan, jadi bukan manfatnya atau bukan 
hasilnya.  
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar 
sesuatu yang bukan manfaat bukan pula kelezatan yang 
mempunyai daya tarik, peneukarannya bukan emas dan bukan pula 
perak, bendanya bisa direalisir dan ada di sekitar (tidak 
ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barng itu ada 
dihadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui 
sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.  
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa 
jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan 
secara suka sama suka, menurut cara yang diperbolehkan oleh 
syara’6 
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Pada dasarnya hukum melakukan jual beli adalah mubah. 
Namun karena ada beberapa faktor tertentu hukumnya pun 
berubah sebagaimana keterangan berikut;  
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 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96  

































a. Wajib, seperti menjual makanan kepada orang yang dalam 
kondisi darurat jika makanan tersebut sudah mencukupi 
kebutuhan penjual. 
b. Sunah, seperti menjual sesuatu yang memberikan 
kemanfaatan bagi orang umum seperti buku-buku 
keagamaan. 
c. Makruh, seperti melakukan transaksi setelah adzan 
pertama shalat jum’at dikumandankan. 
d. Haram serta sah, seperti melakukan transaksi setelah adzan 
kedua shalat jumata dikumandankan dan menjual pedang 
pada para perampok. 
e. Haram serta tidak sah, seperti melakukan transaksi jual 
beli yang tidak memenuhi syarat-syaratnya.
7
 
Dalil yang menjelaskan hukum asal bay’ berasal dari Al-
Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Logika;8 
a. Al-Qur’an  
Dalil hukum jual beli dalam Al-Qur’an diantaranya 
terdapat pada ayat-ayat berikut;  
Surat Al-Baqarah ayat 275 : 
 .....            ......... 
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Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, Kamus Fiqh (Kediri; Lirboyo Press, 2014 ), 263 
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 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah,…,  97 

































Artinya:‚........padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba.....‛ (QS. Al-Baqarah ; 275)9 
 Surat An-Nisa>’ ayat 29 : 
                         
                  
            
Artinya: ‚ Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 
suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang 
padamu‛.10 
 
Surat al-Syu’ara<’ ayat 183 
                        
Artinya: ‚Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 
dengan membuat kerusakan.‛11                                  
 
b. Hadist  
Dasar hukum jual beli dalam hadist atau sunnah 
Rasulullah SAW, diantaranya sebagai berikut; 
Hadist dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban 
يبلا هاور( ٍضَرَت ْنَع ُعْيَبْلا اَم َِّنإ)ىقه  
                                                          
9
 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, juz 3,(Surabaya: Duta 
Ilmu, 2006), 59 
10
 Ibid juz 5, 108 
11
 Al-Qur’an Terjemahan Indonesia Juz 16-30,..., 373  

































Artinya: ‚ Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka 
sama suka (ridha)‛.(HR. Al-Baihaqi dan Ibn Majah)12 
 `  Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi : 
 ِلاَم ْنِم ٍءِرِم ِلا ُّلِحَيَلاولا َلاَقَف َمَّلَسَو ِهْيلَع الله ُلْوُسَر نبطخ 
 )ه دنسم يف دمحأ هور( ُهْنِم ِسْفَن ِبْيِطِب ّلاإ َءْيَث ِهْيِحأ   
Artinya : ‚Rasulullah SAW, menyampaikan khutbah 
kepada kami, sabdanya; Ketahuilah; tidak halal bagi 
seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan 
kerelaan hatinya.‛ (H.R. Ahmad)13 
 ُسَر يَهَن ِةاَصَحْلا ِعْيَب ْنَع َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ُلو  ْنَعَو  ِعْيَب   
)ةريره وبأ هور( رَرَخلا 
Artinya; ‚Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah 
dan jual beli gharar.‛ (H.R . Abu Hurairah)14 
 
c. Ijma’  
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan 
dengan alasan bahwa manusi tidak akan mampu 
mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 
Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 





Seorang manusia sangat membutuhkan barang-
barang yang dimiliki oleh manusia yang lain, dan jalan 
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 75 

































untuk memperoleh barang orang lain tersebut bay’, dan 




3. Syarat dan Rukun Jual Beli  
Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki 
perbedaan pendapat. Menurut Mahzab hanafi rukun jual beli hanya 
ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual 
beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual 
beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati 
sering tidak kelihatan, maka diperluhkan indikator  (qari>nah) yang 
menunjukkan kerlaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator 
tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam 
bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang, dan 
penerimaan barang). Dalam fikih hal ini dikenal dengan istilah  ‚ 
bai al-muathah‛ 17 
Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat: 
a. Bai’ (penjual) 
b. Mushtari (pembeli) 
c. Si>ghat (ijab dan qabu<l) 
d. Ma’qu>d ‘Alaih (benda-benda yang diperjualbelikan)18 
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Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual 
beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai 
berikut: 
a. Syarat orang yang berakad 
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang 
melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: 
1) Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang  
melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan 
berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 
mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun 
mendapat izin dari walinya. 
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 
Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu 
yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
19
 
b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabu>l 
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur 
utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. 
Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan 
qabu>l yang dilangsungkan. 
Apabila ijab dan qabu>l telah diucapkan dalam akad 
jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah 
tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqh 
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mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabu>l itu adalah 
sebagai berikut: 
1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, 
menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut 
ulama Hanafiyah. 
2) Qabu>l sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dengan 
qabu>l tidak sesuai maka jual beli tidak sah.  
3) Ijab dan qabu>l itu dilakukan dalam satu majelis. 
Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli 
hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam hal 
ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa 
antara ijab dan qabu>l  boleh saja diantarai oleh waktu, 
yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk 
berfikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabu>l tidak 
terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa 
objek pembicaraan telah berubah. 
20
 
c. Syarat barang yang dijual belikan 
Syarat yang terkait dengan barang yang 
diperjualbelikan adalah: 
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1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak 
penjual meyatakan kesanggupannya untuk mengadakan 
barang itu 
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
Bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek 
jual beli, karena dalam pandangan syara’ tidak 
bermanfaat bagi muslim. 
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti 
memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah.  
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada 
waktu yang disepakati bersama ketika transaksi 
berlangsung .  
d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 
Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh 
membedakan ats-tsaman dengan as-si’r. Menurut mereka, 
ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si’r adalah 
modal barang yang seharusnya diterima para pedagang 
sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga 
barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang, dan harga 
antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar) 

































 Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para 
pedagang adalah at-s|aman. Para ulama fiqh 
mengemukankan syarat-syarat ats-tsaman sebagai berikut: 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas 
jumlahnya.  
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara 
hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu 
kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian 
(berhurtang), maka waktu pembayaran harus jelas. 
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling 
mempertukarkan barang (al-muqa’yad}ah ), maka 
barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 
diharapkan syara’ , seperti babi dan khamar, karena 
kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara’. 21   
4. Bentuk-bentuk Jual Beli  
Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama 
membagi jual beli menjadi 2 macam: 
a. Jual beli yang sah (s}ahih) 
Jual beli yang shahih adalah jual beli yang 
memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya.  
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b. Jual beli yang tidak sah (batal) 
Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak 
memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli 
menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut 
jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. 
22
 
Adaupun ulama Hanafiyah membagi shukum dan sifat jual 
beli menjadi 3 macam: 
a. Jual beli s}ahih  
Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 
Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi 
milik yang melakukan akad.
23
 
b. Jual beli batil 
Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau 
yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya; 
1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada 
pembeli, seperti menjual barang yang hilang, atau 
burung piaraan yang lepas atau terbang di udara. 
2) Jual beli al-mulamasah (mana yang terpegang oleh 
engkau dari barang itulah yang saya jual).  
3) jual beli al-muzabanah (barter yang diduga keras 
tidak sebanding), misalnya memperjual belikan 
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anggur yang masih di pohon, dengan dua kilo 
cengkeh yang sudah kering, karena di khawatirkan 
antara yang dijual dengan yang dibeli tidak 
sebanding. 
4) Jual beli ghara>r adalah segala jenis jual beli dengan 
menipu pihak lain. 
5) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, 
bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam 
pandangan islam adalah najis dan tidak 
mengandung makna harta. 
6) Jual beli al-‘arbun (jual beli yang bentuknya 
dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli 
sebuah barang diserahkan kepada penjual, dengan 
syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka 
jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan 
barang dikembalikan, maka uang yang telah 
diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi 
penjual). 
7) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, 
dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena 
air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak 





































c. Jual beli fasid  
Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan 
ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai 
dengan ketentuan syariat pada sifatnya. 
25
Misalnya; 
1) Jual beli al-majhu>l (benda atau barangnya secara 
global tidak diketahui), dengan sarat kemjhulannya 
bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-
majhu>l-annya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual 
beli sah, karena hal ini tidak akan membawa kepada 
perselisihan. 
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, 
seperti ucapan penjual kepada pembeli, ‚ saya jual 
kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah 
gajian‛. Menurut ulama Hanafiya jual beli seperti 
ini diangggap sah pada saat syaratnya terpenuhi 
atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad 
jatuh tempo.  
3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat 
dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga 
tidak dapat dilihat oleh pembeli.  
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4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta 
5) Barter dengan barang yang diharamkan. 
6) jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan 
pembuatan khamr. 
7) Jual beli yang bergantung kepada syarat, seperti 
ungkapan pedagang ‚ jika tunai harganya 
Rp.10.000,- dan jika berutang harganya Rp.15.000,- 
8) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak 
dapat dipisahkan dari satunya. Seperti jual beli 
tanduk kerbau yang diambilkan dari kerbau yang 
masih hidup. 
9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum 




B. Tinjaun Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta  
1. Hak Cipta Menurt Undang-undang Hak Cipta 
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun 
penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya maupun member izin untuk itu dengan tidak 
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Pengertian dan konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah 
hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan 
izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang 
yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif 
pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 




Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi (economic rights) dan 
hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak 
terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 
atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa 
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Hak cipta di Indonesia diatur didalam UU No.19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbarui melalui UU No.28 
Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan 
pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan atau 
memeperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam 
pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif dimana 
perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah 
menjadi wujudnya (dialihkan) tanpa harus mendaftarkannya.
30
 
TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapatkan 
perlindungan hukum, manakala ciptaan tersebut merupakan 
ekspresi atau perwujudan ide (pasal 9 ayat 2 TRIPs). Selain itu 
syarat keaslian atau originality, maksudnya adalah ciptaan 
mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas 
dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si 




Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta 
yang dimaksud adalah sebuah hasil karya yang tidak bisa 
                                                          
30
 Khoirul Hidayah, Hukum HKI ,…, 31 
31
 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (Bandung ; Alumni, 2003), 132 

































diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun 
harus dalam bentuk nyata atau berwujud . 
32
 
Pada Pasal 40  ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 
menjelaskan bahwa ciptaan meliputi ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas: 
a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, 
dan semua hasil karya tulis lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan 
d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks 
e. Drama, dram musical, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantonim 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase 
g. Karya seni terapan  
h. Karya arsitektur  
i. Peta 
j. Karya seni batik atau motif lain karya fotografi 
k. Karya fotografi 
l. Potret  
m. Karya sinematografi 
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil 
transformasi 
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau 
modifikasi ekspresi budaya tradisional 
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan program computer maupun media lainnya. 
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya asli 
r. Permainan video  
s. Program komputer33 \ 
Di dalam pasal 41 undang-undang hak cipta menyebutkan 
bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi;  
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a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata 
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, 
temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, 
digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dengan sebuah 
ciptaan, dan; 
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya 
ditujukan untuk kebutuhan fungsional
34
 
Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau 
gagasan karena karya cipta harus memiliki bentu yang khas , 
bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang 
lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga 
ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 
35
 
Dalam pasal 42 Undang-undang Hak Cipta menyebutka 
bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa;  
a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara 
b. Peraturan perundang-undangan  
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah  
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan; 
e. Kitab suci atau symbol keagamaan.36 
 
2. Pelanggaran Hak Cipta 
Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila 
materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada 
kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus 
membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, 
atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta 
juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan 




 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia(Bogor ; Ghalia Indonesia, 2010), 70 
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yang telah dilindungi hak cipta telah di copy. Tugas pengadilan 
untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan 
tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang 
mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang 
penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut 




Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu 
pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak 
ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 
Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan 
perdata dang ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran 




Menurut pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam 
pelanggaran hak cipta, yaitu sebagai berikut;  
a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau 
penggandaan lambing Negara dan lagu kebangsaan 
menurut sifatnya yang asli.  
b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau 
penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakanoleh atau 
atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh 
peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan 
tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan 
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pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau 
penggandaan. 
c. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui 
media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat 
tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau 
pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak 
keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.  
d. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian 
Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan 
Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga 
Negara, pimpinan kementrian/lembaga pemerintah non 
kementrian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan 




Berkaitan dengan ketentuan pidana yang akan menimpa 
pelaku pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-114 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
mengenai ketentuan pidana, yaitu; 
Pasal 112 
Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) 
dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) 
Pasal 113 
1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf c, huruf d, huruf f, 
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dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a, huruf b, 
huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara 
komersial dipidanan dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
Pasal 114 
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan 
dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan 
mengetahui, membiyarkan penjualan, dan/atau 
penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta 
dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang 
dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
dipidana dengan pidana denda paling banyak 




3. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam 
Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak 
milik orang lain tanpa seizing pencipta atau pemilik hak cipta. 
Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Jika ditinjau 
dari prespektif hukum islam, memakai hak orang lain tanpa 
seizing pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta 
merupakan harta bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan 
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untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah 
seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa’ 
ayat 29; 
                           
                         
 ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu‛ (QS. An Nisa’ : 29).41 
Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan  
(haqq al-ta’lif), salah satu hak cipta menjelaskan: 
‚ jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak 
yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam melalui kaidah 
istishlah), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) di 
anggap sebagai pelanggaran atau kejahatantentang hak pengarang; 
perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat 
menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan 
ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak 
dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moral‛. \ 
                                                          
41
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Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS 
VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum: 
a. Dalam hukum islam, HKI dipandang sebagai salah satu 
huquq maliyyah ( hak kekayaan) yang mendapat 
perlindungan  hukum  (mashun) sebagai mana mal 
(kekayaan) 
b. HKI yang mendapat perlindungan hukum islam 
sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang 
tidak bertentangan dengan hukum islam. 
c. HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih ), baik 
akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad 
tabarru’at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan 
diwariskan. 
d. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, 
termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, 
mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mrngimpir, 
mengekspor,mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, 
mengumumkan, memeperbanyak, menjiplak, memalsu, 
membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak 
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DESKRIPSI JUAL BELI BUKU DI JALAN SEMERU BLITAR 
A. Gambaran Umum tentang Perdagangan Buku di JalanSemeru Blitar 
Diskripsi singkat Jalan Semeru Blita  
Lokasi penelitian terletak di jalan Semeru Kelurahan Kauman 
Kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar Jawa Timur. Lokasi ini terletak 
sekitar 500m dari alun alun kota Blitar. Kecamatan Kepanjen Kidul 
secara secara geografis terletak di wilayah Blitar pusat, dengan luas 
10,5   . Kecamatan Kepanjen Kidul di batasi oleh beberapa kecamatan 
lain yaitu; 
Sebelah Barat  : Kecamatan Sanan Kulon  
Sebelah Utara : Kecamatan  Ngelegok 
Sebelah Selatan : Kecamatan Sukoharjo
1
 
Jalan semeru sendiri mulai dijadikan sebagai lapak untuk berjualan 
buku sejak tahun 2004, pedagang pertama yang menjajakan dagangan di 
jalans Semeru yaitu bapak Suyani.Beliau memilih jalan semeru sebagi 
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Suyani, Wawancara , Jalan Semeru Blitar, 02 Desember 2017  

































Lokasi Jalan Semeru ini sangatlah strategis bagi para pedagang 
buku kaki lima, karena selain letaknya di pusat kota, di sepanjang Jalan 
Semeru terdapat banyak ruko-ruko yang menyediakan berbagai macam 
keperluan masyarakat, seperti toko pakaian, apotik, toko elektronik , 
ATM, swalayan, warung makan, dan sebagainya. 
3
 
Keseluruhan pedagang buku yang menjajakan lapaknya di trotoar 
jalan Semeru Blitar ada 8 orang, para pedagang mulai membuka lapaknya 
pada pukul 08.30 sampai pukul 16.00 WIB. Sedangakan pada saat tanggal 
merah atau libur kenaikan kelas para pedagang buku ini menjajakan 
dagangannya sampai pukul 22.00 WIB. 
B. Tinjauan Perdagangan Buku di Jl. Semeru Blitar 
Adapun Jl. Semeru ini dikenal sebagai tempat perdagangan buku 
bekas. Buku bekas yang dijual kebanyakan merupakan buku pelajaran 
umum, mulai dari SD (Sekolah Dasar) hingga SMA (Sekolah Menengah 
Atas), selain itu juga dijual kamus bahasa inggis, kamus bahasa arab, 
atlas, kumpulan rumus-rumus, buku cerita, kitab tajwid, kumpulan soal 
UN, LKS (Lembar Kerja Siswa), buku pengobatan tradisional, buku 
tuntunan sholat, buku budidaya tanaman, aneka majalah dan kalender.  
Para pedangan buku di jalan Semeru ini akan ramai dikunjungi 
oleh pembeli saat seminggu sebelum hari masuk sekolah di pergantian 
semsester. Jika hari-hari biasa pembeli buku tidak terlalu banyak, sehari 
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satu kios paling banyak dikunjungi sekitar 10 pembeli. Penghasilan harian 
pedangan di hari-hari biasa juga tidak terlalu banyak, seharinya para 
pedangan hanya mendapat penghasilan sekita Rp. 50.000,-.  Jika hari-hari 
menjelang masuk sekolah pembeli buku meningkat, dan otomatis 
pendapatan pedagang juga meningkat. Dalam sehari para pedagang ini 
bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp. 300.000,-. Istilahnya kalau 




Para pembeli buku ini tidak hanya dari Blitar saja, namum 
beberapa pembeli berasal dari daerah sekitar, karena harga buku yang 
lebih murah dan kualitasnya yang masih bagus membuat para pembeli 
tertarik untuk membeli buku di jalan Semeru Blitar.Dan juga para 
pedagang buku ini telah memiliki pelanggan tetap, saat liburan kenaikan 
kelas para pelanggan tersebut selalu mencari buku-buku di jalanSemeru 
ini.Untuk harga buku di jalan Semeru ini di bandrol dengan harga Rp. 
5.000,- sampaRp. 70.000,- 
Selain itu para pedagang buku di jalan Semeru ini juga menerima 
jasa titip pembelian buku yang tidak dijual di lapak mereka. Untuk 
harganya sendiri para pedagang ini memiliki daftar harga buku 
yangdiperoleh dari sales, harga tersebut akan ditambah sebesar 
Rp.10.000,-sebagai upah untuk pedagang.
5
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Para pedagang buku di Jalan  Semeru ini mendapatkan buku-buku 
dari Kediri, Mojokerto dan Surabaya.Mereka memilih dan membeli 
sendiri buku-buku tersebut dan ada juga yang di antar oleh sales. 
Para pedagang buku kaki lima ini telah mendapatkan izin dari 
pemerintah kota untuk menjual barang dagangannya di sepanjang trotoar 
jalan Semeru ini, setiap harinya para pedagang membayar iuran sebesar 
Rp. 2000, - untuk dana retribusi .
6
 
Namum saat melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa 
buku yang dijual tidak semuanya dalam keadaan bekas. Buku dalam 
keadaan bekas antara lain buku-buku pelajaran umum, kumpulan soal UN, 
LKS (Lembar Kerja Siswa), sedangkan untuk kamus bahasa inggris dan 
arab, buku tajwid, buku tuntunan sholat, atlas, buku cerita yang dijual 
oleh para pedangan ada yang bekas dan baru, namum buku dalam keadaan 
baru tersebut termasuk dalam kategori buku pelanggaran hak cipta. 
Sedangka untuk buku budidaya tanaman yang dijual oleh pedagang 




C. Praktik Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar 
Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan tujuan 
kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang diperbolehkan 
oleh syara’ yang dilakukan oleh masyarakat di jalan Semeru Blitar, 
dengan berdasarkan prinsip jual beli pada umunya. Di dalam kegiatan 
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transaksi jual beli ini terlebih dahulu penjual dan pembeli wajib 
melakukan akad.Karena tanpa adanya suatu akad makan transaksi 
tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-srinsip syariat. Dalam 
kegiatan transaksi jual beli buku yang terjadi di jalan Semeru Blitar, 
pelaksanaan praktiknya yaitu pihak pembeli menanyakan judul buku atau 
jenis buku yang dibutuhkan, kemudian penjual mencarikan buku tersebut 
dan memperlihatkan buku kepada pembeli, dengan harga yang ditentukan 
oleh penjual, namun harga tersebut dapat ditawar, dan jika harga telah 




Hal ini diungkapkan oleh bapak Cholis, salah seorang pedagang 
buku “ saya sudah memiliki harga sendiri untuk buku-buku ini, tapi 
harganya masih bisa di tawar, di tawarnya juga tidak bisa banyak-bayak, 
paling bisa turun Rp. 5000,- sampai Rp. 15. 000”.9 
Jalan semeru sendiri telah lama dikenal sebagai tempat penjualan 
buku bekas, buku-buku pelanggaran hak cipta atau buku berkualitas 
rendah ini malai dijajakan di jalan semeru ini sekitar 5 tahun terakhir 
ini.Namun tidak semua pedagang menjual buku pelanggaran hak cipta 
tersebut, ada pula pegadang yang masih mempertahankan menjual buku 
bekas. 
Hal ini diungkapkan oleh bapak Suyani salah seorang pedangan 
dan merupakan pedagang buku pertama yang berjualan di trotoar jalan 
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Semeru, beliau mengatakan bahwa barang yang diperjual belikan adalah 
buku bekas.bapak Suyani sendiri memilih menjual buku bekas karena jika 
menjual buku baru tidak ada biaya untuk modal, selain itu buku-buku 




Untuk menaikkan harga jual buku bekas dan menarik minat 
konsumen, para pedagang menghapus sisa coretan pensil yang ada di 
buku-buku tersebut, selain itu pedagang juga mebuka lipatan-lipatan yang 
ada di buku, dan jika ada sampul buku yang akan sobek, para pedagang 
biasanya menjilid ulang buku tersebut.
11
 
Namun sebagian konsumen di jalan Semeru tidak mengetahui 
bahwa barang yang akan dibeli itu adalah barang pelanggaran hak cipta. 
mereka membeli buku di jalan semeru tersebut dikarenakan harganya 
yang murah dan dengan kualitas yang masih bagus atau layak pakai. 
Pernyataan tersebut juga yang memotifasi pedangan untuk memperjual 
belikan buku yang masih baru namun dengan kualitas rendah (buku 
pelanggaran hak cipta), namun dikarenakan tempat para pedagang buku 
membeli dagangannya tidak banyak menyediakan buku pelanggaran hak 
cipta atau para pedangan menyebutnya dengan buku berkualitas rendah, 
maka para pedagang tidak bisa memperjual belikan buku pelanggaran hak 
cipta tersebut dengan leluasa. 
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Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Haryono, beliau 




Para pedangan di jalan Semeru kebanyakan memperoleh barang 
dagangannya dari kota Kediri yaitu dari pasar loak jagalan Kediri, dimana 
pasar loak jagalan Kediri merupakan tempat penjualan barang-barang 
bekas di kota Kediri. Selain itu para pedagang memperoleh buku tersebut 




Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada para pembeli 
buku di jalan Semeru terkait dengan penjual buku adalah sebagai berikut: 
Para pembeli sebagian besar tidak mengetahui perbedaan dari 
buku asli dengan buku pelanggaran hak cipta yang diperjualbelikan di 
jalan Semeru Blitar. Seperti yang diungkapkan diungkapkan oleh salah 
satu pembeli buku di jalan Semeru, “ dilihat dari kualitasnya, buku ini 
bekas, karena warna kertasnya tidak putih tetapi buram, dan harganya 
juga lebih murah dari buku yang dijual di toko buku, karena tidak 
mungkin kalau buku baru dijual murah dan di jalan Semeru sendiri 
terkenal sebagai tempat perdagangan buku bekas, jadi saya menganggap 
buku yang dijual di sini semuanya dalam kondisi bekas”14 
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Sebagian besar pemebeli buku, lebih memilih mencari buku di 
jalan Semeru karena berbagai alasan, diantaranya karena harganya yang 
relatif murah, buku-buku di jalan semeru dijual mulai harga Rp.5000,- 
sampai Rp. 30.000,- , kualitas bukunya masih bagus, dan jika beruntung 
bisa mendapat buku yang masih bagus, tentunya dengan harga yang lebih 
murah. 
Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa 
narasumber atau pembeli buku di jalan Semeru yang bernama Yuli dan 
Anis. 
“ Bukunya masih dalam keadaan bagus, kadang bukunya juga 
baru, hanya warna kertasnya buram tidak putih seperti buku yang dijual 
di toko-toko, tapi kualitasnya bagus, ya saya tertarik beli, daripada beli di 
toko buku harganya lebih mahal, kadang bisa 3 kali lipat lebih mahal, 
mending saya beli di jalan Semeru”. Kata Yuli. 15 
 “ Buku yang dijual di sini masih bagus, hanya ada coret-coretan, 
ya maklum karena bukunya bekas, tapi saya kalau beli di sini kadang 
dapat buku yang masih bagus, terlihat seperti buku baru, sampulnya 
masih bagus, tidak ada lipatan maupun coretan, hanya kertasnya yang 
tipis dan buram, saya jadi langganan beli buku di jalan semeru, harganya 
juga lebih murah dan bisa ditawar, anak sekolah bukunya tiap tahun ganti, 
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kadang tiap semester ganti, kalau semua beli di toko buku uangnya yang 
gak ada”. Uajar Anis. 16 
Pembeli buku di jalan semeru ada juga yang mengetahui jika buku 
yang dijual tidak hanya bekas namun ada buku pelanggaran hak cipta atau 
buku bajakan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pembeli buku 
yang bernama Farhan . 
“ Saya beli buku latihan soal dan kamus rumus fisika, ini bukunya 
bekas, sudah ada coretan-coretan tapi kalau kamusnya saya rasa ini buku 
baru, soalnya bukunya bersih tidak ada coretan sama sekali, kertasnya 
juga tidak ada yang kelipat, mungkin buku ini buku bajakan soalnya 
masih bagus banget, hanya kertasnya saja yang jelek. Kalau saya tambah 
seneg dapat buku bagus seperti ini, kan baru walaupun bajakan, harganya 
juga lebih murah, kalau di toko buku kan lebih mahal, mendingan 
uangnya buat jajan” ujar Farhan.17 
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ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 
2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI BUKU DI JALAN 
SEMERU BLITAR 
A. Analisis Praktik Jual Beli Buku di Jalan Semeru, Blitar 
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan memberikan pengaruh 
yang besar dalam masyarakat salah satunya dalam bentuk jual beli.Jual 
beli merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
hidup.Salah satu bentuk jual beli yang tibul karena adanya perkembangan 
ilmu pengetahuan adalah jual beli buku. 
Salah satu contohnya ialah jual beli buku di jalan Semeru Blitar. 
Di sepanjang trotoar jalan Semeru ini dapat dijumpai lapak para pedagang 
buku, para pedangan buku ini dikenal masyarakat sebagai pedagang buku 
bekas atau buku loakan.Dari fakta tersebut dapat disumpulkan bahwa 
masih banyak pelaku usaha yang menggandakan buku-buku dan 
mendistribusikannya kepada para pedagang, contohnya pedagang buku di 
Jalan Semeru. 
Menggandakan atau mencetak ulang buku seorang penulis atau 
mengopinya merupakan sebuah kezaliman terhadap hak penulis, artinya 
hal ini merupakan sebuah maksiat yang mengakibatkan dosa dalam 
pandangan syariat.ini juga sebuah tindakan pencurian yang mengharuskan 
adanya jaminan terhadap hak penulis dengan menyita naskah-naskah yang 

































dicetak secara zalim dan aniaya, dan kemudian memberinya kompensasi 
terhadap kerugian (moril dan materil).
1
 
Alasan sebagian penerbit bahwa ketika mereka mencetak ulang 
atau mengopi sebuah buku (tanpa izin penulis) sesungguhnya ,ereka yang 
bermaksud untuk menyebarkan ilmu dan membantu penulis menyebarkan 
ilmunya, sesungguhnya adalah tipudaya setan dan alasan yang salah, 
karena sesuatu yang haram sama sekali tidak akan sah menjadi jalan 
untuk yang halal. alasan mereka tersebut dengan sendirinya menjadi batal 
dengan kenyataan bahwa kalau bukan dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan materil dibalik lakunya sebuah buku yang tersebar luas tentu 
mereka tidak akan mau mencetak atau mengopi ulang buku tersebut.
2
 
Berdasarkan hasil penelitian di Jalan Semeru Blitar, para pedagang 
tidak hanya menjual buku bekas namun ada pula yang menjual buku baru. 
Buku-buku yang dijajakan di jalan semarang ini antara lain seperti buku 
pelajaran umum, mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMA 
(Sekolah Menengah Atas), selain itu ada pula kamus, seperti kamus 
bahasa inggris, bahasa arab, bahasa Indonesia, biologi, kimia, fisika, LKS 
(Lembar Kerja Siswa), Latihan Soal Ujian, buku tajwid, atlas, majalah, 
dan kalender. Adapun buku-buku tersebut tidak semuanya dalam keadaan 
bekas, para pedagang juga menjual buku-buku baru. 
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 Wahbah az-Zuahaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, 
(Depok; Gema INsani, 2011), 381   
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 Ibid, 382 

































Praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar berdasarkan prinsip 
jualbeli pada umumnya, pihak penjual menyerahkan barang secara 
langsung kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama, 
sebelum pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu 
penjual pembeli melakukan akad. Setelah akad tersebut disepakati oleh 
kedua belah pihak, maka  akan menimbul kan hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Dalam kegiatan jual beli kedua belah pihak harus 
menjalankan aturan-aturan yang telah disepkati bersama sesuai dengan 
prinsip-prinsip syari’at 
Praktiknya para pedagang yang menjual buku di jalan Semeru 
Blitar memberikan info kepada pembeli, jika buku tersebut kualitasnya 
baik atau kurang baik.Dalam hal ini pedagang tidak mengatakan secara 
langsung jika buku tersebut merupakan buku illegal namun pedagang 
hanyal menjelaskan jika buku tersebut harganya lebih murah dari yang 
dijual di toko buku.Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penulis, 
pedagang mengatakan bahwa buku tersebut harganya bisa lebih murah 
dari toko karena kualitas kertas yang digunakan, namu pedagang tidak 
mengatakan jika buku tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 
pedagang mengatakan bahwa buku tersebut  merupakan buku baru dengan 
kualitas lebih rendah.  
Dengan adanya penuturan persebut penulis melakukan 
pengamatan pada buku-buku yang dijual oleh pedagang, dan penulis dapat 
menyimpulkan bahwa buku tersebut merupakan buku pelanggaran hak 

































cipta karena kualitas bukunya. Buku-buku baru tersebut judul buku di 
sampul tidak tercetak timbul,kualitas kertasnya tips dan warnanya buram, 
ada pula buku dengan ketas putih dan memiliki gambar berwarna namun 
kertasnya lebih tipis dari buku asli. Adapun buku-buku yang kebanyakan 
merupakan buku pelanggaran hak cipta adalah buku-buku pelajaran 
umum. 
 
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang  Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar 
1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru 
Blitar 
Jual beli merupakan sebuah kegiatan eknomi yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat.Islam sebagai agama yang rahmatan 
li ‘alamin mengaturhal-hal yang berkaitan dengan hubungan 
sesama manusia.Contonya dalam hal jual beli, agar tidak 
menimbulkan kemudharatan atau dampak buruk bagi transaksi 
yang dilakukan. 
Dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan 
dengan aktivitas manusia yang ditinjau dari segi subjelnya, yaitu 
manusia sebagai pelakkunya, Islam memberikan aturan-aturan 
dalam hal keberlangsungan akad, ijab kabul, dusta dan lain-lain.
3
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 17 

































Kegiatan ekonomi yang baik menurut Islam adalah 
transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, 
tidak hanya keuntungan yang bersifat materi namun juga 
keuntungan yang akan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh 
syariat. Dalam transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhinya 
syarat dan rukunya, sehingga transaksi ekonomi tersebut sah 
menurut hukum Islam.Salah satu bentuk kegiatan perekonomian 
tersebut adalah jual beli. Jual beli dapat dihukumi sah apabila ada 
terpenuhinya rukun jual beli yaitu  penjual, pembeli, ijab qabul, 
barang yang dijual belikan. Ke empat rukun tersebut juga harus 
dipeuhi dari segi syaratnya. 
Dalam kegiatan jual beli tidak semuanya boleh dilakuakn, 
jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dilarang oleh 
Islam.Tidak hanya dalam hukum Islam hukum Indonesia juga 
melarang kegiatan perdagangan yang mengandung unsur penipuan 
dan dapat merugikan salah satu pihak.Peraturang-peraturang yang 
membahas larangan tersebut termuat dalam undang-undang.Salah 
satunya dalah undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak 
cipta.dalam undang-undang ini tidak diperkenankan dengan tanpa 
izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan dan/atau 
penggunaan secara komersial sebuah ciptaan.  

































Namu dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha atau 
pengelola tempat perdagangan yang melakukan penjualan produk 
hasil pelanggaran hak cipta yang tidak memiliki izin dan hak 
terkait.Pada kegiatan praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar, 
secara hukum Islam praktik jual beli tersebuh dapat dihukumi sah 
apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan 
syari’at. 
Pada praktik jual beli buku di Jalan Semeru Blitar, ditinjau 
dari segi rukunya sudah memenuhi ketentuan, dengan 
terpenuhinya aspek-aspek rukun jual beli yaitu adanya penjual, 
pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan. Berdasarkan hasil 
penelitian terkait jual beli buku di jalan Semeru Blitar, buku yang 
dijual tidak hanya buku bekas namun juga buku baru yang 
merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dan para pembeli yang 
kebanyakan tidak mengetahui buku tersebut merupakan buku 
pelanggaran hak cipta dengan sengaja ingin mencari dan membeli 
buku-buku tersebut. Dari segi ijab dan qabul antara penjual dan 
pembeli buku tersebut dilakukan atas dasar rela dan suka sama 
suka.Namu pada praktinya pedagang tidak mengatkan jika buku 
yang dalam kondisi baru merupakan buku pelanggaran hak cipta. 
Berdasarkan Surat an-Nisa’ ayat 29: 
                            

































                 
            
Artinya : ‚ wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil 
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu.‛ (Q.S. 
An-Nisa’ : 29)4 
Suatu jual beli dianggap sah menurut syari’at apabila 
apabila jual beli tersebut tidak ada unsur penipuan sehingga tidak 
akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Dalam praktiknya 
para pedagang yang menjual buku di jalan Semeru Blitar 
memberikan info kepada pembeli jika buku tersebut dalam 
kualitas baik ataupun kurang baik, dalam hal ini pedagang tidak 
mengatakan secara langsung jika buku tersebut merupakan buku 
baru atau buku illegal namun pedagang hanya menjelaskan jika 
buku tersebut harganya lebih murah dari yang dijual di toko buku. 
Dalam hadis dari Uqbah bi Amir R.A dijelaskan. Rasulullah 
bersabda; 
  َلوُسَر ُتعِمَس  ٍمِلْسُِمل ُّدِحَيلآ ِمِلْسُمْلا وَُخا ُملسُملا ُلُوقَي َّملَسَو ِهيلع ُّالله  
  َعاَب  ُهَل ُهَن َّيَب َّلاإ ٌبْيَع ِهْيِف اًعْيَب ِهْيَِخأ ْنِم  
Artinya;  seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang 
lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang 
ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan (HR. Ibn 
Majah 2264) 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 5, (Surabaya; Duta 
Ilmu, 2006), 108 

































Namun dalam praktinyanya secara tidak langsung para 
pedagang buku di Jalan Semeru blitar menyebabkan penulis 
mengalami kerugian hak ekonomi. Karena dalam hal ini pedagang 
buku secara tidak langsung ikut andil dalam penyebarlusan barang 
pelanggaran hak cipta tanpa adanya izin dari pencipta. 
Berdasarkan Al-Qu’an Surat al-Syu’ra ayat 183; 
                         
Artinya; Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan 
membuat kerusakan.‛ (Q.S. al-Syu’a ra>; 183) 
Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi : 
 ِهْيِحأ ِلاَم ْنِم ٍءِرِم ِلا ُّلِحَيَلاولا َلاَقَف َمَّلَسَو ِهْيلَع الله ُلْوُسَر نبطخ 
  َءْيَث  ُهْنِم ِسْفَن ِبْيِطِب ّلاإ )ه دنسم يف دمحأ هور(    
Artinya : ‚Rasulullah SAW, menyampaikan khutbah 
kepada kami, sabdanya; Ketahuilah; tidak halal bagi seseorang 
sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan 
hatinya.‛ (H.R. Ahmad)5 
Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi : 
 ِةاَصَحْلا ِعْيَب ْنَع َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ُلوُسَر يَهَن  ْنَعَو  ِعْيَب رَرَخلا  
 )ةريره وبأ هور(     
Artinya; ‚Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah 
dan jual beli gharar.‛ (H.R . Abu Hurairah)6 
 
                                                          
5
Fathi al Duraini, Haqq al Ibtikar fi al Fiqhi al Islam al Muqaran, (Bariut: Mu’assasah al-risalah, 
1984), 429 
6
 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Ibn Majah,..., 770 

































Dalam ketentua fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS 
VII/MUI/15/2005 dijelaskan bahwa:  
Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun 
tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, 
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, 
menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, 
menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa 
hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.
7
 
Bagi pedagang yang menjual buku bajakan kegitan 
tersubut merupakan kegiatan jual beli dengan menipu pihak lain. 
Dan kegiatan jual beli tersebut merupakan jual beli bathil karena 
tidak memenuhi salah satu syarat jual beli atau tidak sesuai 
dengan syariat yaitu barang yang diperjual belikan termasuk 
gharar.Namun jika buku yang dijual belikan merupakan buku 
bekas diperbolehkan merut Islam karena telah terpenuhi syarat 
dan rukunnya. 
2. Analisis Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar Ditinjau dari 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan 
perdagangan buku adalah nama pengarang buku tersebut. Seorang 
pengarang telah mengorbankan usaha yang bersar dalam 
mempersiapkan karyanya. Dengan demikian ia adalah orang yang 
paling berhak terhadap karya tersebut , baik dari segi materi yaitu 
keuntungan materi yang ia hasilkan dari karyanya atau segi 
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Keputusan Fatwa MUI nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) 

































maknawi yaitu penisbahan karya itu kepadanya. Hak ini akan 




Pengarang atau penciptamerupakan pekerjaan yang 
menguras energi dan pikiran, dalam menyelesaikan sebuah karya, 
seorang pengarang harus membaca dan mempelajari sekian banyak 
buku refernsi, merancang sebuah tulisan agar menjadi karya yang 
berbobot, dan kegiatan tersebut memerluhkan waktu dan tenaga 
yang tidak sedikit. 
Pembelian buku telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat 
khususnya pelajar.Tidak pedulu apakah buku tersebut asli ataupun 
illegal. Maraknya buku pelanggaran hak cipta didasarkan karena 
minat buku pada kalangan pelajar yang relative tinggi namun daya 
beli masyarakat yang rendah karena anggapan bahwa harga buku 
tersebut mahal.Dengan adanyanya fenomena tersebut banyak 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadikannya sebagi 
peluang usaha.Dengan harga yang lebih murah dari buku asli, 
karena kualitasnya yang lebih rendah. Kegiatan perdagangan buku 
pelanggaran hak cipta tersebut akan mengakibatkan kerugian atas 
hak-hak yang seharusnya dimiliki dan di terima oleh penulis atau 
pencipta.  
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Di Indonesia sendiri hak pencipta dilindungi dalam 
Undang-undang nomor 28 tahun 2014.Dalam undang-undang hak 
cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa 
orang yang secara sendiri-sendiri atau bersam-sama menghasilkan 
suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.Dalam hal ini 
pemegang hak cipta memiliki hak royalty.Royalty adalah imbalan 
atas pemanfaatan hak enkonomi suatu ciptaan atau produk hak 
terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. 
Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 dijelaskan 
bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak 
cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan 
secara komersial ciptaan. Namun pada prakteknya masih ada 
pelaku usaha yang memperjual belikan produk-produk pelanggaran 
hak cipta tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. 
Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang menjadi 
bukti bahwa Negara Indonesia ingin memberikan perlindungan 
hukum kepada hasil karya cipta dan hak terkait yang dimiliki oleh 
pencipta. Dan untuk mengatisipasi segala bentuk tindakan 
melawan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, 
termasuk pembajakan barang dan pendistribusiannya, pengelola 
tempat perdagangan yang menjual dan/atau menggandakan barang 
hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait. 

































Ketentuan hukum tentang pembajakan dan pendistribusian 
barang pelanggaran hak cipta sudah dijelaskan secara rinci di 
Undang-undang nomor  28 tahun 204.Hal ini menandakan bahwa 
hukum telah melarang pembajakan dan pendistribusian barang-
barang pelanggaran hak cipta dengan sengaja dan tanpa memiliki 
hak ekonomi atas suatu ciptaan. 
Ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 dalam 
pasal 113 ayat (3)dan ayat (4) . ketentuan yang terdapat dalam 
pasal 113 ayat (3) berbunyi;  
Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 113 ayat (4) yang 
berbunyi; 
  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan , dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana dendan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah).  
Adapun yang dimaksud pelanggaran hak ekonomi pencipta 
yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1), adalah  
Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan; a) penerbitan 
ciptaan, b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, c) 
penerjemahan ciptaa, d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau 
pentransformasian ciptaan, e)pendistribusian ciptaan atau 
salinannya, f) pertunjukan ciptaan, g) pengumuman ciptaan, h) 
komunikasi ciptaan dan, i) penyewaan ciptaan.   

































Dalam ketentuan pasal diatas dijelaskan bahwa orang yang 
melakukan pelanggaran hak ekonomi hasil karya cipta tidak 
diperbolehkan, dan undang-undang sudah memberikan ketentuan 
hukum bagi para pelanggar hak cipta.selain pembajakan dan 
pendistribusian, pengelola tempat perdagangn juga dilarang untuk 
memperjual belikan barang hasil pelanggaran hak cipta.   
Ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 10, yang berbunyi  
Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan 
penjualan/dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak 
cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang 
dikelolanya. 
Kegiatan praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar, 
dilihat dari transaksi jual beli, penjual mengetahui jika buku 
tersebut merupakan buku baru tetapi para konsumen tidak 
semuanya mengetahui jika buku tersebut merupakan buku illegal 
atau buku pelanggaran, namun sebagian pembeli mengetahui 
bahwa buku yang dijualbelikan tersebut tidak asli dan mempunyai 
keinginan untuk membeli buku pekanggaran hak cipta, serta 
bersedia mengambil resiko atas kualitas buku tersebut. Dalam 
undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak ada 
larangan tertulis bagi konsumen barang pelanggaran hak 
cipta.Undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan larangan 
ditujukan pada pembajak, distributor, dan pegelola tempat 
perdagangan barang pelanggan hak cipta. 

































Dalam kegiatan praktik jual beli buku di jalan Semeru 
Blitar, pedagang hanya menjual buku pelanggaran hak cipta 
tersebut.Dalam kegiatan perdagangan ini pedagang buku tidak 
ikut andil dalam melakukan penggandaan buku.Namun kegiatan 
perdaganngan buku pelanggaran hak cipta tersebut jelas dilarang 
oleh hukum. Undang-undang hak cipta menjelaskan pada pasal 
114 undang-undang hak cipta, yang berbunyi; 
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala 
bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan 
penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak 
cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
Pasal diatas menjelaskan dengan tegas bahwasanya 
perdagangan produk pelanggaran hak cipta dengan sengaja dan 
tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran. Secara hukum dan 
berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014 
tentang hak cipta, praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar 
adalah sebuah pelanggaran dan tidak diperbolehkan. Untuk jual 
beli buku bekas diperbolehkan secara hukum, karena tidak ada 
ketentuan hukum yang melarang perdagangan buku bekas. 




































Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh 
penulis. Maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut; 
1. Praktik Jual Beli buku di jalan Semeru Blitar pada umumnya, 
yakni penjual menyerahkan barang secara langsung kepada 
pembeli dengan harga dan ketentuan yang disepakati bersama. 
Para pedagang buku akan menjelaskan jika buku tersebut bekas 
ataupun baru. Tetapi pedagang tidak menjelaskan jika buku 
tersebut merupakan buku pelanggaran hak cipta. sedangkan para 
pembeli tidak semuanya mengetahui jika buku tersebut merupakan 
buku pelanggaran hak cipta. Artinya antara pedagang dengan 
pembeli tidak ada kejujuran tentang kualitas objek jual beli. 
2. Praktik jual beli buku di Jalan Semeru Blitar jika yang dijual 
merupakan buku bekas hukumya adalah diperbolehkan 
berdasarkan undang-undang dan hukum  Islam, sedangkan jual beli 
buku pelanggaran hak cipta telah di jelaskan dalam undang-
undang nomor  28 tahun 2014 bahwa tidak diperbolehkan karena 
termasuk perbuatan melanggar hukum. Dalam hukum Islam 
praktik jual beli buku di Jalan Semeru dengan objek buku 
pelanggaran hak cipta termasuk jual beli bathil karena salah satu 


































syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang 
menjadi objek jual beli termasuk gharar atau mengandung unsur 
penipuan. 
B. Saran  
1. Kepada para pedagang dan konsumen  
Kepada para pedagang dan pembeli buku di Jalan Semeru Blitar 
hendaknya dalam melakukan aktifitas perdagangan harus sesuai 
dengan syariat Islam dan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan 
hadist dan undang-undang yang berlaku. Seorang pedagang yang 
baik adalah pedagang yang jujur dan adil pembeli, dan tidak 
menjual barang yang mengandung unsur penipuan. Dan seorang 
pembeli harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih barang 
yang akan dibeli agar tidak merasa dirugikan.  
2. Kepada Pemerintah dan pihak yang terkait 
Maraknya buku-buku pelanggaran hak cipta di pasaran, maka 
pemerintah harus bentindak lebih tegas dalam penertiban 
pedagang dan oknum-oknmu yang terkait dengan buku 
pelanggaran hak cipta. Dengan upaya memaksimalkan operasi 
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